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Penyusunan. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan
Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.376 2

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
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Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemilihan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu
di tingkat desa atau nama lain.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan
pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut
Pasangan Calon, adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut DPS PPWP, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
tahun 2014.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran selanjutnya disebut
DPSHP adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas
masukan atau tanggapan dari masyarakat.

Daftar Pemilih Tambahan adalah data dari Pemerintah yang berisi
tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
tahun 2014.

Pemutakhiran DPS PPWP adalah kegiatan pengolahan daftar Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun
2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil
Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilih Khusus adalah Pemilih yang tidak memiliki identitas
kependudukan dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS,
DPSHP dan DPT.
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18. Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yang memiliki identitas
kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT
yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara.

19. Sistem Informasi Data Pemilih selanjutnya disebut Sidalih adalah
seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja
penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi,
mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

20. Hari adalah hari kalender.

BAB Il
PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;

profesionalitas;
akuntabilitas;

N s

k. efisiensi; dan
I. efektivitas.

Pasal 3

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPS
melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih
Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dalam pemutakhiran
Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervisi terhadap
KPU/KIP Kabupaten/Kota,;
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b. membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat luas;

c. menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden (Model A.PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal
KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet;
dan

d. melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jJjawab KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam
Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden meliputi:

a. melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervisi terhadap
PPK dan PPS;

b. membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar Pemilih
Pemilu Presiden kepada masyarakat luas;

c. mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk
dilakukan pencocokan dan penelitian;

d. melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK
Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk
soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan menyusun DPSHP
PPWP;

e. melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT; dan
menyusun dan menetapkan DPT.

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab PPK dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih
Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan supervisi terhadap
PPS di wilayah kerja PPK;

b. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi
pemutakhiran data Pemilih;

c. menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan
dan penelitian;

d. membantu PPS dalam menyusun DPSHP PPWP; dan
melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT.
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